
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1492, 2020 KEMENKEU. Pengelolaan. Penyelenggaraan 

Sistem. INSW. Pencabutan.  

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 199/PMK.012/2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 

DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional, 

menghadapi perubahan lingkungan strategis global, 

mendukung percepatan pelaksanaan berusaha dan 

percepatan alur proses kegiatan perdagangan 

internasional dan lingkungan yang terintegrasi dalam 

proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik 

perdagangan internasional, pengelolaan Indonesia 

National Single Window dan penyelenggaraan Sistem 

Indonesia National Single Window harus dilakukan sesuai 

dengan tuntutan nasional dan tantangan global; 

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimanana 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur 

ketentuan mengenai pengelolaan Indonesia National 

Single Window dan penyelenggaraan Sistem Indonesia 

National Single Window yang memenuhi standar elemen 

data, pemberian hak akses, serta tata kelola data dan 

informasi elektronik yang kredibel;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 6       

ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia 

National Single Window, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Indonesia 

National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem 

Indonesia National Single Window; 

 

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang 

Indonesia National Single Window (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National 

Single Window (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2018 Nomor 1825); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN 

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN 

PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE 

WINDOW. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Indonesia National Single Window yang selanjutnya 

disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional 

yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data 

dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan 

informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian 

keputusan secara tunggal untuk pemberian izin 

kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Sistem Indonesia National Single Window yang 

selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik 

yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi 

berkaitan dengan proses penanganan dokumen 

kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen 

perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, 

dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau 

impor, yang menjamin keamanan data dan informasi 

serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem 

internal secara otomatis. 

3. Lembaga National Single Window yang selanjutnya 

disingkat LNSW adalah unit organisasi Kementerian 

Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan 

Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam 

penanganan dokumen kepabeanan, dokumen 

kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen 

kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, 

yang terkait dengan ekspor dan/atau impor,  dan 

dokumen logistik nasional secara elektronik. 

4. Pengelolaan INSW adalah rangkaian kegiatan fasilitasi 

dalam rangka mencapai tujuan INSW. 

5. Penyelenggaraan SINSW adalah proses yang dilakukan 

dalam rangka operasional dan pengembangan SINSW. 
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6. Jejak Audit adalah hasil dari sistem pengamanan proses 

elektronik yang digunakan untuk menjamin dapat 

dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan SINSW. 

7. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian atau instansi lainnya yang 

menangani dokumen kepabeanan, dokumen 

kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen 

kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau 

logistik nasional. 

8. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum 

yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

9. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum 

yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 

11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. 

12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan 

Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam 

jaringan. 

13. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan 

interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri 

atau dalam jaringan. 

14. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter 

lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan 
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kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau 

Sistem Elektronik lainnya. 

15. Penerima Hak Akses adalah pengguna SINSW yang diberi 

hak untuk mengakses SINSW sesuai dengan tingkat 

kewenangan akses yang diberikan. 

16. Unit Layanan Single Window yang selanjutnya disingkat 

ULSW adalah unit kerja yang dibentuk dan/atau 

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga untuk 

mendukung kelancaran layanan INSW. 

17. Standar Data adalah standar yang mendasari data 

tertentu. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

BAB II 

PENGELOLAAN INSW 

 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan INSW dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 

mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan 

INSW. 

(2) Kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan 

pengembangan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

a. penentuan arah kebijakan INSW; dan 

b. pembangunan SINSW Generasi 2. 

(3) Kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan 

pengembangan INSW sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan INSW diselenggarakan melalui simplifikasi 

dan standardisasi kebijakan yang terkait dengan ekspor, 

impor, dan/atau logistik nasional. 

(2) Simplifikasi dan standardisasi kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 


